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PEMYIMPANAN  KENDARAAN  HASTL SITAAN AKIBAT TIWDAK PIDAMA
KEEJAHATAN DI KOTAMADYA PALARG .
Peneliti ¢ Diana Arma, S5H. Fakultas Hukum, 1992,
Abstralsi.

Bahwa kendaraan  adalah  bendas borgeralk yang dapat
¢ jadikan -objsk atau alat unbuk malakukan Tindak Pidana,
sarta yang dapat dipercieh dari tindak pidana yvang terjadi,
Oleh  sebab itu terhadap kendaraan toersebut dapat dilalkulkan
peny itaan untul dijadikan barang bukti,

Didalam  KUHF ditentukan bahwa terhadap barang bukti
diletakan kewajiban aparat penagak  hukwn  sesual dengan
Lingkat pemeariksaan untul memelihara dengan sebaik-baiknya
dan dengan penubh tanggung jawab.

Tuguan  peneiitian ini adalah untuk mengetahui jenis
dan jumiah kendaraan yang telah disita. Tata cara panyitaan,
apalkan datam prakteknys sudah sosuai dengan  kekentuan lUn-
dang-undang  dan  Juga dapat diketahui  sejauh  mana LI i
aparat penedak hukum dalam mengamankan barang bukti

Dari  hasil penelitian diketahui bahwa kendarzan Warg
disita dari tahun ketshun meningkat. Hal  dind setmli gus
menggambackan  kejahatan  yang ber abjekkan kendaraan Juga
menTnglat.

Sedangkan  tata cars  penyimpanannya  dalam prraktel zudah
sabagaimana mestinva sesuai ketenbuan Undang=Undany yang
Barlaku, Ealau kitn Jihat Lempat penyimpanannya  sampaid
sararang  belum  lagi memadai, Khusus untult  kendaraan  roda
emaal  belum  ada tempat khusuys, sehingga diletakan hbegitu

saja dihalaman kantor.



T. PEMDAHLLUAM.

N, Latar Belakarnsg.

¥emajuan tekhnolegi  khususnya dibidang transportasi

malin lama makin moningkat, hal ni  terbulkld semalin
bertambahnya Jumlah berbagati Jjenis kendaraan YA
dipergunalan oieh anggota masyarakat sebagai atat
transportasi. Disisi Tain dangan maningkatnya JumTah

kondaraan mendorang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
untuk  menggunakan  kendaraan tersecbut  sehagai alat  untulk
ma lakukan kejahatan.

“endaraan sebagai salah satu abjel atau alat untulk
melakukan  tindak pidana itu merupakan barang bukti  yang
harus disita. Penyitaan yang dimaksud adalah serangkaian
tindakan penyelidik umbuk mengambil alih dan  menyimpan
tliawah  penguasaannya untuk pembulkbian dalam penyelidikan,
penuntutan dan peradilan, Penyitaan itu hanva dilakukan oleh
penyidik dengan surak izin Ketua Pengadilan Hegeri sstenpat,
Letaps dalam keadaan yang sangat perlu dan mandesak penvidik
Lidak mungkin memperaoleh surat izin lebih dabhuluw, dalam hal
ini  penyidik dapat secara langsung melakukan  penyitaan
dengan  hkewajiban segera mengajukan parmohonan unbuk  menda-
nathan perselLujuan atas penvitaan (pasal 28 KUHARPY.

Kentdaraan sebagatr salah satu benda bergeralk yang dapat
dijadikan objek tindak pidana atau dapat digunakansebagai
alat melakukan  keJahatan, karena ity kendaraan dapat
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ciadakan penyitaan untulk dijadikan barang bukti d2lam proses

nerkara pidana.
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V. HASIL FENELITIAM DAN PEMEBAHAZAN .

Bahwa gsparat ;ang berwenany melakukan penyidikan dalam
nerkara  Khususnya Tindak Pidana Umum adalsh aparat kKepoli-
sian, dan berdasarkan tingkatan serta wilavah hukum di
Kotamadya Padang. Yang berwenang adalah Palresta Padang,
CDari hasil penelitian yang dilaksanakan pads kantop kepali-
sian tersebut diperoleh data bahwa Jumliah kendaraan vyang
disita  sebagai akibat tindak pidama kejahatan dalam tiga
tahun terakhir ini adalah sebagai berikut:
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. i Jenis Kendaraan : ; Jumiah
Tahun Roda dua : FRoda empat
980 5] 1 G
1981 7 2 |
1982 10 , 3 : E
1993 3 ; 2 : 3

{ e/d bulan April 3
Selain data diatas, dipercleh data Tain dari hazi]
wawancara dengan penjabat yang berwenang melakukan penyilbaan

“arhadan Hoapdarazn.

Dats tersebut adaiah:

1. Setiap diadakan penyitaan terhadap kendaraan yang dijadi-

kan barang bukti, harus terlebih dahulu memperoielh  sural
izin panyitaan dari Ketua Pengtadilan Negeri.

Tetapi apabila tertangkap tangan atau keadaan mendesak
penyitaan dapat dilakukan dengan langsung, kemudian
sagers  melapor untull mendapat perselbujuan Ketua Pangadi

Tan Megeri,
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kg o4 modan memual, macam-macam barang bukli, sedang untulk

kendaraan roda empat belum ads s: sleal g,

—
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seharusnya kendaraan sebagai salah satu benda barharga  dan
dijadikan barang bukbi harus disimpan ditempat yang aman,
Tebin khusus dan labih Tuas.

Suatu  penyebab tidak tersedianya tempat yang khusus  ind
atalah karena dana untuk mambangun tempat yang lebibh  luas

dar labih memadat 1ty belum tersedia..pa

VL CPEESH WO P
Zebagal penutup laporarn penelibian 1ni1 akan diutarzalkan
beberapa kesimpulan dan Saran-saran.

A. Kesimpulan.

1. Bahwa penyitaan Lerhadap kendarzan akibat Tindak  Pidana
Kejahatan merupakan rangkaian tindakan penyidik untul
mengamhil alih dan menyimpan dibawah penguasasnnya, guna
sehagai pembulktian dalam proses perkara pidana,

2. Bahwa Lata cara penyitaan Lerhadap kendaraan sebagas

barang bukli telah dilaksanakan menurut ketentuan KUHAP
dan hasil sitaan akibat Tindak Pidana Kejahatan tersimpan
daiam gudang panyimpanan barang bukbti, merupakan S

pengaturannya sacara berurdb msnuruab drutan penyitaan.

L

{eamanandan keutuhan kendaraan hasil sitaan merupakan
tanggung jawab aparat pensgal hukum vang berwanang unbul
mengganti dan memperbaiki atas kehilangan atau kerusalkan
Landaraan vang berJadt selama dalam pnsvimpanan.

4, Kendaraan vang Lelah disita adalah kendaraan roda dua dan
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kandaraan roda amnpal, dimana dalam kuarun wakibo ftiga tahun
int  makin meningkat. Sedang Lempal Wnbuk menyimpannya
dalam hal kendaraan rods dua kondisinyvaa beium memadat.
Untuk kendaraan roda empat sampal saalb ind Lempal panyim-
panannya belum ada, sehingga terpaksa diletakkan begitu
saja dihalaman kantor., Hal 1n1 disebabkan karena dana
Jntuk mambangun gudang khosus bajumn Lersedia,

Urntuk mengabasi kerusakan-kerusakan yang mongkin Simbul

akibat adanva atau kurang memadai tempat untulk menyimpan

kendaraan tersebul, maka saring diambi] oieh aparal. yvang
berwenang kebijaksanaan menilipkan kendaraan Lersebdl

kepada yang bersangkulan.

SAran-saran.,

Mongingat semakin meningkatnya kejahatan yang berohjshk-

koandaraan atauw  alat untuk melakukan kejanatan  maka

Wiranva perluy dipikirkan dana untulk membangumn gudang peny imn-

panan yanga lebih memadai, demikian juga tempat untul menyim-

HEL

kendaraan  roda empat perly dirancang hal  ini sebagai

upava lebih mengamankan kendaraan hasil sitaan yang disimpan

aparalk penegak huitum, guna menjiadi barang bulkti dalam proses

perkara pidana,
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